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ABSTRAK 
PERAN PEGAWAI PENCATA NIKAH (PPN) DALAM PELAKSANAAN  

PEMBACAAN TAKLIK TALAK 
 

Pengkajian taklik talak dari aspek teoritis dan praktisnya, selalu mengalami 
perubahan. Taklik talak menurut fiqh konvensional adalah ucapan seorang suami 
untuk mengancam isterinya agar tidak melakukan sesuatu, dan jika ia melakukan 
sesuatu itu maka jatuhlah talak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) pada pasal 1 huruf e taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan calon 
mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa 
janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin 
terjadi di masa yang akan datang’’. 

Taklik talak sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam, di dalam 
masyarakat ternyata menimbulkan pro dan kontra. Di mana masyarakat yang pro 
memiliki alasan bahwa taklik talak merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan 
rumah tangga yang memiliki tujuan-tujuan yang positif. Sedangkan masyarakat 
yang kontra, beralasan bahwa tidak ada dalil-dalil qat’i yang mendukung taklik 
talak. 

Dalam arti pentingnya dan sucinya sebuah perkawinan, maka harus dapat di 
pahami bahwa adanya kemungkinan terjadi suatu situasi yang tidak diinginkan 
seperti pemutusan hubungan perkawinan. Dengan demikian dibutuhkan upaya-
upaya untuk memperkuat jalinan perkawinan yang harus dilakukan terlebih 
dahulu. Pelaksanaan upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh calon 
suami-calon isteri, akan tetapi juga oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang 
memiliki kedudukan (status) yang tepat dalam hal ini sebagai praktisinya. Karena 
peran seorang PPN mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan 
agar nilai-nilai dalam upaya memperkuat jalinan perkawinan tersebut dapat 
terwujud. Peran adalah bertindak sebagai atau sesuatu yang diharapkan dimiliki 
oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Sedangkan kedudukan 
(status) adalah tinggi rendah pangkat seseorang dalam jabatannya.   

Dalam menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan metode 
pendekatan normatif-sosiologis, yaitu berdasarkan hukum-hukum yang ada untuk 
mendukung serta mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya. 
Sedangkan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu 
masalah dengan mengaitkan suatu keadaan yang ada dalam masyarakat dengan 
menggunakan teori peran. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), 
dengan mengkaji dan mentelaah berbagai buku dan sumber yang berkaitan dengan 
masalah. Penelitian ini juga didukung dengan interview kepada pejabat PPN, yang 
dapat mendukung kevalidan hasilnya. 

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, maka 
dihasilkan bahwa peran PPN dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak belum 
efektif dan belum dapat dikategorikan sebagai peranan ideal. Dari tujuan-tujuan 
positif yang dapat dicapai dengan pembacaan taklik talak, yaitu aspek psikologis, 
sosial dan hukum. Korelasi peran PPN dengan tujuan taklik talak pun belum 
dicapai dengan baik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
 

1. Konsonan  Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - - alif ا

 bā‘ b be ب

 tā' t te ت

 śā s es dengan titik di atas ث

 jim j je ج

 ha h ha dengan titik di bawah ح

 khā kh Ka - ha خ

 dāl d de د

 żal ż zet dengan titik di atas ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sīn s es س

 syīn sy Es - ye ش

 sād s es dengan titik di bawah ص

 dād d de dengan titik di bawah ض
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 Tā’ t te dengan titik di bawah ط

 Zā' z zet dengan titik di bawah ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fā‘ f ef ف

 qāf q qi ق

 kāf k ka ك

 Lām l el ل

 mīm m em م

 nūn n en ن

 wau w we و

 hā’ h h ه

 hamzah ' apostrof ء

 yā' y ye ي

 

2. Vokal 

a. Vokal Tunggal: 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ fathah a A 

 ِ kasrah i I 

 ُ dammah u U 
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b. Vokal Rangkap 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

َ ي fathah dan ya ai A-i 

َ  و fathah dan wau au A-u 

 

Contoh:  كيف  : kaifa   حول : haula 

c. Vokal Panjang (maddah): 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif ā a dengan garis di atas ا

 ي
fathah dan ya ā a dengan garis di atas 

 ي
kasrah dan ya ī i dengan garis di atas 

 و
dammah dan wau ū u dengan garis di atas 

Contoh: 

قيل qāla :   قال   : qīla  

   yaqūlu :  يقول ramā :  رمى

 

3. Ta’ Marbūtah 

a. Transliterasi Ta’ Marbūtah hidup adalah “t”. 

b. Transliterasi Ta’ Marbūtah mati adalah “h”.  
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c. Jika Ta’ Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “   _” (“al-

”), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbūtah tersebut ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

الأطفال روضة  : raudah al-atfāl 

 al-Madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة

 talhah :  طلحة

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, baik 

ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

لنزّ  : nazzala 

ّالبر : al-birru 

 
5. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang “ال “ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf 

syamsiyah. 

Contoh: 

 al-qalamu : القلم

al-syamsu : الشمس
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6. Huruf Kapital 

 
 Meskipun tulisan Arab tidak mengenal hurup kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 

kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

 

 Contoh: 

 Wa mā Muhammadun illā rasūl : ومامحمدالاّرسول
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HALAMAN MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  اعةالسّفانتظر اهله غير الى وسدالامر اذا

  
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak 

kompeten di dalamnya, maka tunggulah kehancuran itu akan tiba” 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

PERSEMBAHAN 
Jikalau layak karya ini penulis persembahkan untuk : 

 
 Baba, ibu, abang-abang, teteh, mpo’-mpo’, mba yang selalu 

memberikan nasihat, dukungan dan pastinya kasih sayang serta 
doa yang tak terkira dan tak pernah berhenti. Maaf jika belum 
bisa membuat kalian bangga. 

 
 Malaikat-malaikat kecilku (Faza, Zidan, Hadzik dan zaski) 

yang selalu membuat marah, sebel, gemes dan kangen ameh, moga 
jadi anak soleh dan solihah. 

 
 Mas Aly, yang selalu setia mendengar keluh kesah dan selalu ada 

untukku. Terima kasih tuk segalanya.. 
 

 Orang-orang yang setia mendampingi dan paling ngerti penulis 
(mpo’ rika sukma, bang nuno dan say Qo2m) yang selalu memberi 
bantuan, dukungan, motivasi dan segalanya. 

 
 Untuk sahabat pertamaku di yogya, Nikmah, Aam dan Ozy. 

Teman-teman kontrakan, kost “Wisma Akasya”, teman-teman 
KMJ (Keluarga Mahasiswa Jakarta) serta teman-teman 
sealmamater, khususnya As-3 yang selalu ada di hati, terima 
kasih atas semuanya. Mengenal kalian adalah cerita hidup yang 
indah. 

 
 dan kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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KATA PENGANTAR 

 الّرحيم الّرحمن االله بسم

 لا وحده اللّه الا اله لا أن أشهد الدين و الدنيا أمور على نستعين وبه العالمين رب للّه الحمد

 أشرف على السلام و والصلاة .بعده نبيّ لا ورسوله محمداعبده أن واشهد له شريك

 بعد اأم .أجمعين بهاأصح و أله وعلى والمرسلين الأنبياء

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha pengasih, 

penyayang lagi maha bijaksana. Lantaran karunia rahmat dan inayah serta 

ma’unahnya-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi 

Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih istiqomah 

di jalannya. 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat 

dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah 

sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si 

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA selaku Pembimbing Akademik. 

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Syari’ah dan Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah : 

Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 

laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua 

belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.1 

Hakikat pernikahan menurut syara’ ialah suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang 

memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban 

masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.2 

Maksud perkawinan adalah abadi, bukan untuk sementara waktu 

kemudian diputuskan. Karena dengan demikian dapat mendirikan rumah 

tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat.3 

                                                 
1. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 8. 
 
2 Muhammad Baqir al-Habsy, Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an, as-Sunnah dan Pendapat 

Para Ulama  (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 3. 
 
3 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 

hlm. 110. 
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Perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan.4 

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum 

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu 

perjanjian. Dalam al-Qur’an dinyatakan : 

  ٥لابعض وأخذن منكم مّيثاقا غليظاإوآيف تأخذونه وقدأفضابعضكم 

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-

kata “Mīśāqān galīzān”. 

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan 

perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: 

a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu 

yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu. 

b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah 

diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan 

fasakh, syiqaq dan sebagainya. 

2. Segi sosial dari suatu perkawinan 

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, 

ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga 

mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak 

kawin. 

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat 

penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang 

                                                 
4 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 

47-48. 
 
5An-Nisa’ (4) : 21.  
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suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah 

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta 

menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah 

sebagai diingatkan oleh al-Qur’an,  

 منها زوجها وبثّ  واحدة وخلقلّذى خلقكم مّن نّفسیأیها النّاس اتّقواربّكم ا

نّ اللّه آان إ ۚ واتّقوااللّه الّذى تسآلون به والأرحامۚمنهما رجالا آثيرا ونساء

  ٦عليكم رقيبا

Dalam hukum perkawinan Indonesia, setelah melaksanakan akad 

nikah maka diucapkan sighat taklik talak oleh suami. Pembacaan sighat taklik 

talak ini merupakan suatu bentuk perjanjian sepihak yang diucapkan oleh 

suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak bagi istrinya. Bila 

dalam perjalanan berumah tangga terjadi hal-hal yang disebutkan dalam 

perjanjian tersebut sementara istrinya tidak rela dan melaporkan halnya pada 

Hakim Agama maka jatuhlah talak satu, jika dapat dibuktikan.7 

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-

laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak 

yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di 

masa yang akan datang. (KHI Pasal 1 huruf e) sighat taklik talak ini terdapat 

                                                 
6An-Nisa’ (4) : 1. 
  
7 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: Pradaya Paramita, 

1972), hlm. 97. 
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pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai 

mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.8 

Taklik talak mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam kehidupan 

umat Islam di Indonesia.9 Hal ini dapat dilihat dari formula sighat taklik talak 

yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu tetapi pada esensinya 

tetap sama. Adanya taklik talak yang seperti sekarang ini juga tidak terlepas 

dari pengaruh hukum adat.10 Di mana sejak zaman nenek moyang hukum 

Islam mencoba masuk dan berbaur dengan hukum adat.  

Taklik talak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam 

seiring dengan perkembangan zaman tingkat modernisasi dan globalisasi. 

Sebab hukum Islam menurut Hasbi as-Shiddieqy adalah penjabaran dan 

aplikasi syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.11 

Dalam setiap pembaharuan yang terjadi dalam hukum Islam, di sini 

pemerintah mendapatkan peranan yang penting. Karena pemerintah adalah 

legislator hukum yang berwenang. Kalau ternyata dalam masyarakat ada 

norma-norma hukum yang mempunyai otoritas yang kuat, maka baru muncul 

                                                 
8http://www.jilbab.or,id/index.pho?option=content&task=view&id=235&itemid=52, 

akses 20 Juli 2007  
 

9 Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah, dalam 
mimbar hukum. No. 30 Tahun 1997, hlm. 64. 

 
10 Bushtanul Arifin menganggap hukum adat dapat dikatakan antifisial, karena diciptakan 

oleh para sarjana hukum belanda, lihat Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia 
Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 39-40. akan tetapi yang 
dimaksud hukum adat di sini adalah hukum asli dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk 
tertulis dalam Undang-Undang. 

 
11 Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), hlm. 44. 
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masalah hubungan antara sistem hukum yang ada di lingkungan masyarakat 

tersebut dengan hukum Islam. 

Sebenarnya pembacaan taklik talak ini merupakan antisipasi untuk 

suami dan isteri dalam menjalankan hidup berumah tangga, sehingga lebih 

berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena taklik talak merupakan satu 

bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung 

tinggi oleh Islam.12 Tetapi salah satu permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia adalah mengenai status pembacaan taklik talak setelah 

akad nikah. Karena tidak adanya dalil-dalil qat’i yang mendukung ataupun 

menolak taklik talak ini menyebabkan timbulnya dua golongan yang pro dan 

kontra.13 

Golongan yang pro adalah golongan yang mendasarkan pembacaan 

taklik talak pada tujuan-tujuan pembacaannya. Dari segi psikologis, 

pembacaan taklik talak oleh suami dapat menambah keyakinan isteri dan 

dapat menimbulkan rasa aman dari kesewenang-wenangan. Dari segi sosial, 

pelaksanaan pembacaan taklik talak di depan masyarakat secara tidak 

langsung dapat memberikan pendidikan pada orang lain. Dari segi hukum, 

pembacaan taklik talak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam pengajuan 

gugatan ke Pengadilan Agama. 

                                                 
12 Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI  (Jakarta: Kencana, 
2004), hlm. 140. 

 
13 Yaitu golongan yang sepakat tidak perlunya taklik talak diucapkan sesuai fatwa MUI 

dan golongan yang menganggap bahwa taklik talak perlu diucapkan. 
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Sedangkan golongan yang kontra adalah golongan yang tidak 

menyetujui pelaksanaan pembacaan taklik talak karena tidak adanya dalil-dalil 

qat’i yang menjelaskan tentang taklik talak. Mereka juga menganggap bahwa 

jika seorang suami membaca sighat taklik talak berarti mereka adalah orang 

yang tidak memahami makna pernikahan dan tujuannya. 

Pada dataran operasionalnya taklik talak ini seolah menjadi satu 

bagian dari akad nikah yang keberadaannya dianggap penting meskipun tidak 

semua wilayah di Indonesia menerimanya, sebab pelaksanaan taklik talak ini 

berkaitan erat dengan proses sosialisasi dan kinerja pegawai KUA pada 

masing-masing wilayah dan tingkat responsi masyarakat atas aturan tersebut. 

Proses sosialisasi ini sangatlah penting, karena pembacaan taklik talak 

ini dihukumi sukarela dan pada kenyataannya tidak semua masyarakat 

mengetahui arti, maksud, tujuan dan bagaimana pengaruh sighat taklik talak 

itu dalam menjalin rumah tangga. 

Ketidakmengertian masyarakat berarti sebuah peran baru untuk para 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu di mana Pegawai Pencatat Nikah harus 

memberi pengertian tentang maksud, tujuan dan tentunya mengajukan 

penawaran pembacaan sighat taklik talak kepada calon mempelai. Karena 

dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban 

Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam 

Melaksanakan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, pada bab I pasal 2 

ayat (I) hanya disebutkan Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya 
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mengawasi/mencatatkan nikah, talak, cerai dan rujuk dibantu oleh Pegawai 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Tugas Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan di atas merupakan 

proses penting dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak, karena hukum 

sukarela yang melekat pada pelaksanaan tersebut. Namun pada operasionalnya 

tidak semua Pegawai Pencatat Nikah melaksanakan proses sosialisasi ini, 

sehingga ketika pernikahan berlangsung tanpa menanyakan persetujuan calon 

mempelai maka sighat taklik talak diucapkan. 

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dalam bab I pasal 11 ayat 

3, menyebutkan bahwa “perjanjian berupa taklik talak dianggap sah kalau 

perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 

dilangsungkan”. Tetapi pada realitasnya ada mempelai yang hanya 

menandatangani tanpa mengucapkan sigat taklik talak, lalu apakah dianggap 

sah taklik talak tersebut dan bagaimanakah peran Pegawai Pencatat Nikah 

hingga terjadi hal tersebut. Yang dimaksudkan ditandatangani atau tidak di 

sini adalah lampiran sigat taklik talak pada halaman belakang buku akta nikah. 

Pada hakikatnya taklik talak yang digantungkan terjadinya pada suatu 

peristiwa tertentu disesuaikan dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya antara suami dan isteri, karena pembacaan sigat taklik 

talak dihukumi sukarela sehingga disinilah PPN juga mempunyai peran. 

Peran di sini merupakan tanggung jawab dari PPN, yang dalam 

penampilannya terkadang kurang memahami sejarah dan arti pelaksanaan 

pembacaan sigat taklik talak. Sehingga selain dipaksakan, maka 
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pembacaannya seperti sambil lalu saja. Mereka perlu diingatkan kembali akan 

tugasnya dalam memberi penyuluhan sebelum maupun dalam upacara akad 

nikah, bahwa mereka wajib menjelaskan tentang arti dan kedudukan taklik 

talak, dasar kesukarelaan dan kemanfaatannya.  

Melihat realitas yang ada dapat dilihat bahwa peran pegawai pencatat 

nikah di sini sangatlah penting, sehingga penyusun tertarik untuk membahas 

persoalan di atas dengan memaparkan bagaimana peran Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) dalam pelaksanaan taklik talak.  

 
B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak dan bagaimana korelasi 

antara peran PPN dengan tujuan pelaksanaan pembacaan taklik talak.  

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam 

pelaksanaan pembacaan taklik talak. 

b. Untuk menjelaskan korelasi antara peran PPN dengan tujuan 

pelaksanaan pembacaan taklik talak. 

 
 
 
 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 9

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah 

pengembangan keilmuan terutama dalam bidang munakahat. 

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran 

bagi para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu perkawinan 

dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak 

 
D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan eksplorasi dari berbagai sumber pustaka, tidak 

terdapat buku-buku atau makalah yang secara khusus membahas tentang peran 

Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak. 

Begitu juga penelusuran terhadap skripsi, diantaranya Khairul Imam dalam 

skripsinya yang berjudul “Tinjauan taklik talak di Indonesia (Studi Terhadap 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam),14 hanya 

menganalisis taklik talak di Indonesia berdasarkan fatwa ulama dan kompilasi, 

skripsi ini bersifat studi pustaka. Kemudian skripsi Ali Samsudin yang 

berjudul “Taklik Talak Di Indonesia Perspektif Pembaharuan Pemikiran 

Hukum Islam” yang memaparkan latar belakang perumusan dan pelembagaan 

taklik talak di Indonesia perspektif pembaruan pemikiran hukum Islam15. 

                                                 
14 Khairul Imam, “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 

  
15 Ali Samsudin, “Taklik Talak Di Indonesia Perspektif Pembaruan Pemikiran Hukum 

Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).  
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Dalam perkawinan di Indonesia karya Wiryono Prodjodikoro, 

menyatakan bahwa taklik talak merupakan satu bentuk kebiasaan dimana ada 

semacam perjanjian antar suami dan isteri yang diucapkan oleh suami pada 

waktu sesaat setelah akad nikah.16 

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 

segala peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya dan 

sejauh telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

dinyatakan tidak berlaku. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan bagi 

umat Islam, setelah berlaku Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

maka peraturan-peraturan yang berlaku antara lain : 

 
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, 

talak dan rujuk. 

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 

tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 

4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. 

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. 

5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP 

No. 1 Tahun 1974. 

                                                 
16 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 

1974), hlm. 134. 
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6. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan 

dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. 

7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. 

8. Keputusan Presiden  No. 12 Tahun 1983 tentang peningkatan 

pembinaan penyelenggaraan catatan sipil. 

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1974 tentang 

penunjukkan pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan 

PPN serta menetapkan wilayahnya. 

10. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang wali 

hakim. 

11. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban 

PPN 

12. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

13. Peraturan, surat keputusan, surat edaran dari instansi yang 

berwenang.17 

 
Peraturan dan perundang-undangan yang membahas tentang nikah bagi 

umat Islam di Indonesia dan petugas yang berkompeten mengurusnya, dalam 

hal ini PPN telah terangkum dalam buku yang berjudul Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan buku Pedoman Pegawai 

                                                 
17 Dirjen BIUH Depag RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, hlm. 73-287. 
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Pencatat Nikah, yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Buku ini 

disusun berdasarkan pengelompokkan peraturan menurut bidang masalah. 

Dengan pengelompokkan ini diharapkan dapat digunakan secara lebih praktis 

dan lebih mudah, baik bagi aparat pemerintah terkait khususnya Pegawai 

Pencatat Nikah, di dalam melaksanakan tugas kesehariannya dituntut untuk 

meningkatkan pelayanan secara cepat dan tepat maupun bagi masyarakat yang 

menggunakannya sebagai bahan referensi, informasi dan kajian.18 

 
E. Kerangka Teoretik 

Pada dasarnya, disyari’atkannya hukum adalah untuk menegakkan 

kebenaran dan keadilan serta memelihara kemaslahatan dan sekaligus 

menghindari kemafsadatan bagi umat manusia dengan berdasarkan pada 

sumber, yaitu: al-Qur’an, as-Sunnah dan perundang-undangan. 

Hukum Islam dari dasarnya yang pokok telah mengandung prinsip 

kesatuan agama dan hukum.19 Secara teoritis, hukum Islam (fiqh) itu berupaya 

membangun aturan dalam perilaku yang benar.20 Maka kajian hukum Islam 

tidak dapat lepas dari masalah sosial yang ada dalam sumber pokok ajaran 

                                                 
18 Dirjen BIUH Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, hlm. 

iii. 
 
19 Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 

hlm. 21. 
 
20 Namun antara istilah Fiqh dan Hukum Islam terdapat sedikit perbedaan. Fiqh 

dimaksudkan sebagai pemahaman tentang Hukum Islam yang disusun secara sistematis dalam 
kitab fiqh. Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama. Lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di 
Indonesia, cet. ke-6 (Jakarta: Grafindo Persada, 1989), hlm. 34 dan 37. 
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Islam. Relevansi hukum Islam dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, misalnya 

digambarkan sebagai berikut: 

“Kitab suci al-Qur’an dan as-Sunnah adalah acuan yang digunakan 
untuk menyusun dan memeriksa hukum Islam. Akan tetapi kitab suci 
al-Qur’an lah yang menjadi acuan utama dan yang menjadi dasar 
sunnah. Karena itu, sunnah tidak berbeda dengan al-Qur’an yang 
dianggap asal mula dari semua hakikat (kebenaran). Diantara sasaran-
sasaran al-Qur’an yang paling berharga adalah bahwa al-Qur’an 
menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu 
manusia dalam mengatur hidupnya secara layak, yang dengan itu akan 
memperbaiki sebagian besar ulah manusia demikian sasaran al-Qur’an 
tersebut telah melindungi hak-hak individu dan kelompoknya, 
memberikan keadilan secara layak”.21 
 
Dengan prinsip dan aturan seperti itu berarti kajian Islam menyentuh 

segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang 

taklik talak. Dalam al-Qur’an menurut Sayuti Thalib terdapat dasar hukum 

diperbolehkannya taklik talak.22 

ۗ  صلحا بينهما صلحایّ أن عليهمآ جناح فلا نشوزاأوإعراضا بعلها ۢمن فت خا امرأة وإن

 تعملون بما آان اللّه فإنّ وتتّقوا تحسنوا وإن ۗ الشّحّ الأنفس وأحضرت ۗخير والصّلح

 ٢٣.خبيرا

Kemudian 

 شيأ تيتموهنّتأخذواممّآا أن لكم ولایحلّ ۗانبإحس ۢأوتسریح بمعروف ۢفإمساك ۖمرّتان قالطّلا

 ۗ به افتدت فيما عليهما جناح فلا ۙاللّه یقيماحدود ألاّ خفتم فإن ۗ اللّه لاّیقيماحدودخافآایّ أن إلآّ

  ٢٤.الظّلمون هم ئكلفأو اللّه ّحدود تعدیّ ومنۚ  تعتدوها فلا اللّه حدود تلك

                                                 
21 Dewan Ulama al-Azhar (Mesir), Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, alih bahasa 

Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1987/1408), hlm. 11. 
 
22 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan..., hlm. 106. 
 
23 An-Nisa’ (4): 128. 
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Berdasarkan pada realitas sosial di Indonesia, terutama di wilayah 

Jawa bahwa hampir tidak ada penolakan dalam pengucapannya, sehingga 

seolah menjadi tradisi. Banyak masyarakat yang mempunyai kesimpulan 

bahwa taklik talak itu hukumnya wajib, terutama kaum awam. Anggapan itu 

bisa didasarkan pada dua hal. Pertama, ketika akad nikah sudah dilaksanakan, 

petugas dari KUA langsung menyuruh kepada mempelai pria untuk membaca 

sighat taklik talak tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pihak mempelai 

pria. Artinya petugas tersebut biasanya tidak memberikan opsi, apakah ia mau 

membaca atau tidak. Kedua, diakhir sighat taklik talak mempelai pria (suami) 

harus membubuhkan tanda tangan dan nama terang.25    

Menurut KHI taklik talak itu hukumnya tidak wajib, hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa 

perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada 

sebuah perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak 

dapat dicabut kembali. 

Dalam hasanah ilmu fikih, taklik talak itu hukumnya jaiz 

(diperbolehkan), tetapi yang dimaksud taklik talak menurut fikih adalah 

ucapan seorang suami untuk mengancam istrinya agar tidak melakukan 

sesuatu, dan jika ia melakukan sesuatu itu maka jatuhlah talak. Misalnya, 

ucapan suami: “jika engkau keluar rumah maka jatuhlah talak saya 

kepadamu”. Kalau betul-betul isterinya keluar rumah maka jatuhlah talaknya. 

                                                                                                                                      
24 Al-Baqarah (2): 229. 
25 Ahmad Izzuddin, Mohammad Arifin dan Muhammad Saifullah (ed.), Hukum Islam 

Solusi Permasalahan Keluarga (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 50. 
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Sedang taklik talak yang berlaku di Indonesia berbeda sama sekali dengan 

contoh yang ada dalam kitab fikih.26 Isinya bukan ancaman suami terhadap 

isteri, tapi justru suami menjerat dirinya agar dapat ditalak isterinya. 

Taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak 

isteri dari perilaku buruk suami. Taklik talak sebagaimana yang terjadi di 

Indonesia merupakan pengembangan hukum taklik yang dimuat di dalam 

kitab-kitab fikih. Pada mulanya lembaga taklik talak itu bermaksud positif, 

yakni untuk melindungi hak dan martabat isteri (wanita) dari kesewenangan 

suami, namun saat ini tujuan tersebut kurang banyak diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat. 

Dari sini maka pentingnya peran Pegawai Pencatat Nikah yang juga 

mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan, yang dibutuhkan agar nilai-nilai 

yang terkandung dalam hakikat dari dibacanya taklik talak dapat terwujud.  

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi 

apa dan siapa bergantung bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup 

sendirian, sebab jika hanya sendiri ia tidak “menjadi” siapa. Menurut teori 

peran (Role Theory), sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada 

skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana 

peran setiap orang dalam pergaulan lainnya. Dalam skenario itu telah tertulis 

seorang presiden harus bagaimana, seorang murid harus bagaimana, seorang 

                                                 
26 Ibid.,  hlm. 52. 
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guru harus bagaimana, juga telah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh 

suami, isteri, ayah, ibu, anak dan seterusnya.27 

Demikian juga peran yang harus dilakukan PPN sebagai seorang 

pemimpin, bagaimana ia menjalani skenarionya sesuai yang tertulis agar 

tercipta hal yang merupakan tujuannya dan hidup yang harmoni dengan yang 

lain. 

Peran dapat berarti : 1). Bertindak sebagai; 2). Sesuatu yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat; 

3). Sebagian dari tugas utama yang harus dilakukan.28 Sementara Prof. Dr. J.S 

Badudu memberikan definisi antara lain :1). Mengambil bagian atau turut 

aktif dalam suatu kegiatan; 2).balok yang menghubungkan kepala tiang 

kepada rumah kayu atau rumah bamboo, tempat kasau bertemu dan dipakai 

atau dikaitkan.29 W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa peran adalah 

sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam 

terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.30 

Peran (role) berkait klindan dengan status dan, antara keduanya sulit 

untuk dipisahkan. Soerjono sukanto menjelaskan bahwa, peran adalah pola 

                                                 
27http;//www.mail-archive.com/kmnu2000yahoogroups.com/msg06617.html., akses 25 

Januari 2008. 

28 Peter Salim & Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 
English Press, 1991), hlm. 1132. 

29J.S Badudu & Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1037.  

30 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1976), hlm. 735. 
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perilakuan yang terkait dengan status.31 Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa 

peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kedudukan 

dan peran tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain 

dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 

dua arti.32 Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu berarti sekaligus bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan 

adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan 

seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramaikan perbuatan-perbuatan 

orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku 

sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.33 

Sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain  

a. Peranan ideal. Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh 

masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut 

                                                 
31 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 

33. 

32Ralph Linton dalam Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali 
Press, 1984), hlm. 268. 

33 Soerjono Sukanto, Sosiologi., hlm. 269. 
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merumuskan hal-hal dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada 

status-status tertentu. 

b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal 

yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. 

Artinya, seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi 

tertentu (yang dimaksudnya sendiri), dia harus melaksanakan peranan 

tertentu. 

c. Peranan yang dilakukan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang 

sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya, 

yang terwujud dalam perilakuan yang nyata. Peranan yang dilakukan 

secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, 

harapan-harapan, persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang 

bersangkutan. 

 
Meskipun antara kedudukan (status) dan peran (role) selalu berkaitan 

kelindan dan sulit dipisahkan, akan tetapi keduanya tetap ada perbedaan. 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia setidaknya terdapat enam arti tentang 

kedudukan (status) antara lain : 1). Kediaman (tempat), 2). Tempat pegawai 

(pengurus perkumpulan dst), 3). Letak (nya) / tempat (nya), 4). Tinggi rendah 

pangkatnya dalam jabatan, 5). Keadaan yang sebenarnya, 6). Status (keadaan 

atau tingkatan orang, badan atau negara).34 

                                                 
34 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar., hlm. 260. 
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Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kedudukan diartikan sebagai 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan 

dengan orang-orang lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. 

Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan 

pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.35 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya 

memperkembangkan dua macam kedudukan yaitu: 1) Ascribed-status, yaitu 

kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-

perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena 

kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan 

juga. 2). Archieved-status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang 

dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar 

kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja hal mana tergantung dari 

kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-

tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi hakim asal memenuhi syarat-

syarat tertentu.36 

Seseorang mempunyai peran adalah sesuai dengan kedudukan atau 

status yang disandangnya. Dalam melaksanakan perannya, PPN harus 

melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat sangat 

                                                 
35 Soerjono Soekanto, Sosiologi., hlm. 216. 

36 Ibid., hlm.217-218.  
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berhubungan dalam membantu kinerja dari PPN itu sendiri, di mana keduanya 

saling membantu dalam terlaksananya hukum Islam di Indonesia. 

 
F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan mentelaah 

sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah dan jurnal yang berkenaan 

dengan peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan taklik 

talak.     

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif analitik, yaitu berusaha memaparkan 

secara jelas mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan 

pembacaan taklik talak dan yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti 

tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah, tujuan perkawinan dan hukum 

taklik talak. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat dianalisis yang kemudian 

dari data tersebut diambil kesimpulan. 

 
3. Tehnik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan mentelaah berbagai 

buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian 
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ini. Pengumpulan data pada penelitian ini juga didukung dengan interview, 

yaitu wawancara langsung terhadap Pegawai Pencatat Nikah untuk 

mengetahui realitas yang terjadi saat ini atas peran Pegawai Pencatat Nikah 

dalam proses pernikahan khususnya pelaksanaan pembacaan taklik talak serta 

untuk mendukung kevalidan hasilnya. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Sosiologis, yaitu: cara mendekati masalah yang diteliti 

dengan mendasari pada realitas pemahaman masyarakat khususnya 

mengenai pembacaan taklik talak. dan menggunakan teori peran untuk 

menganalisis peran PPN. 

b. Pendekatan Normatif, yaitu: pendekatan dengan memahami proses 

hingga dilaksanakannya pembacaan taklik talak berdasarkan hukum 

yang telah ditetapkan. 

 
5. Analisis Data 

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan cara berfikir 

deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum ataupun 

fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dalam hal ini adalah bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah dalam 

pelaksanaan pembacaan  taklik talak dan korelasi antara tujuan peran PPN 

dengan pelaksanaan pembacaan taklik talak.  
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Bagaimana umumnya Pegawai Pencatat Nikah melaksanakan tugas 

dan peranannya, khususnya dalam hal pelaksanaan pembacaan taklik talak. 

PPN dalam menjalankan tugas sehingga dapat efektif. 

 
G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari 

sub-sub bab. 

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan 

skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang Pegawai Pencatat 

Nikah untuk mengetahui lebih dulu siapa dan bagaimana PPN itu, yang terdiri 

dari Sejarah dan Pengertian PPN, Struktur Kelembagaan PPN yang meliputi 

wakil PPN, pembantu PPN, bendaharawan PPN dan Kepala PPN. Kemudian 

fungsi dan wewenang PPN serta  Perundang-undangan tentang PPN.  

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang pelaksanaan 

pembacaan taklik talak untuk memahami arti, tujuan, manfaat dan hukum. 

Bab ini meliputi pengertian taklik talak, taklik talak dalam perundang-

undangan di Indonesia, tujuan pelaksanaan pembacaan taklik talak, 

mekanisme pelaksanaan taklik talak, hak dan tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pembacaan taklik talak serta peran PPN dalam mengupayakan 

pembacaan taklik talak.   
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Bab keempat, penulis menganalisis terhadap data-data yang ada, 

meliputi analisa terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam 

pelaksanaan pembacaan taklik talak dan korelasi antara peran PPN dengan 

tujuan pembacaan taklik talak. 

Dan dalam Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran.yaitu kesimpulan dari data dan hasil analisis pada bab 

sebelumnya. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

 

76

BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, maka berikut ini 

ada beberapa hal yang dapat  disimpulkan : 

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai salah satu jajaran 

pemimpin dalam masyarakat adalah lebih dari seorang fasilitator atau 

mediator yang hanya menanyakan kepada para calon mempelai pengantin 

untuk menyetujui atau tidak pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak, tetapi 

lebih sebagai pemimpin yang berupaya mendorong/mendukung 

masyarakatnya untuk berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya kelak. 

Dasar pelaksanaan taklik talak hanya sebagai formalitas hukum oleh PPN 

adalah merupakan satu alasan yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman 

masyarakat akan dasar hukum, tujuan dan manfaat taklik talak.   

Kurangnya sosialisasi tentang sigat taklik talak oleh Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) juga dapat menghasilkan pemahaman pada masyarakat yang 

kurang mencukupi untuk memahami tujuan pembacaan sigat taklik talak dan 

pengaruhnya nanti saat menjalani rumah tangga.  

Upaya PPN dalam melaksanakan perannya dalam pelaksanaan 

pembacaan sigat taklik talak masih di anggap pasif, karena upayanya yang 

tidak optimal dan kurang maksimal. Alasan masyarakat yang menolak 

membaca sigat taklik talak diantaranya adalah karena ketidak etisan atau 

untuk menjaga kesakralan/kekhidmatan sebuah pernikahan. Sedang saat ini, 
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untuk menjaga kesakralan sebuah pernikahan dengan tidak membaca sigat 

taklik talak adalah bukanlah lagi menjadi solusi, karena dengan keluarnya 

surat edaran dari Departemen Agama perihal pembacaan sigat taklik talak No. 

Kw.12/PW.01/1100A/2007, bahwa dihimbau kepada pengantin pria yang 

membaca sigat taklik talak agar tidak dilakukan dengan suara keras tetapi 

cukup dibaca dengan suara hati atau dengan sirri saja, kemudian 

menandatangani sigat taklik talak tersebut pada buku nikah yang bersangkutan 

(buku nikah bagi suami dan isteri). 

Sigat taklik talak tidak harus diucapkan dengan keras, tanpa membaca 

dan hanya menandatangani saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa 

pengantin menyetujui dan menyanggupi konsekuensi dari pelaksanaan 

pembacaan sigat taklik talak tersebut. Dengan demikian nilai 

kesakralan/kekhidmatan dari sebuah pernikahan tidak akan terganggu dan 

berkurang. 

Sedang Korelasi antara peran Pegawai Pencatat Nikah dengan tujuan 

pembacaan sigat taklik talak, sudah cukup walaupun tidak maksimal. Karena 

disetiap pemeriksaan, pendaftaran dan sesaat setelah akad nikah telah terjadi 

proses dialog untuk penawaran dan memberi penjelasan tentang taklik talak 

kepada kedua mempelai pengantin khususnya serta masyarakat yang 

mendengarkan pada umumnya. Dari banyaknya manfaat yang diakibatkan 

pembacaan sigat taklik talak, diantaranya: (a) sebagai salah satu cara 

menghindar isteri dari kesewenang-wenangan suami, (b) memberi rasa aman 

pada isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak terhadap 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

 

78

suaminya, (c) memberikan pendidikan positif secara tidak langsung kepada 

masyarakat tentang perkawinan khususnya taklik talak, (d) merupakan hal 

yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama, dan (e) sebagai 

bentuk nyata kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam hak 

talak. Maka sigat taklik talak seyogyanya dapat dilaksanakan dan tujuan PPN 

sendiri dalam melaksanakan perannya dapat terlaksana dengan optimal. 

Terlebih bahwa isi sigat taklik talak juga telah menggambarkan 

bagaimana hak dan kewajiban suami isteri adalah sama/seimbang, sehingga 

tidak akan ada pihak yang dirugikan dengan dilaksanakannya pembacaan sigat 

taklik talak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 31 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 

ayat (2) tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas peran para Pegawai Pencatat Nikah 

ternyata masih kecil dan dapat dikatakan PPN tidak melakukan upaya berarti 

untuk pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak yang banyak manfaatnya 

untuk menjaga dan menjalani rumah tangga yang tidak selalu berjalan baik 

sesuai keinginan kita.   

 
B. Saran-saran 

Sudah seharusnya pembacaan sigat taklik talak mendapatkan perhatian 

dan curahan pemikiran yang lebih serius dan tegas dari para praktisinya, 

sehingga pandangan dan pengetahuan masyarakat umum dalam bidang 

Agama menjadi lebih baik dan sigat taklik talak bukan lagi didasarkan hanya 

pada tradisi atau adat yang berlaku sebelumnya dan menjadi dogma 
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kewajibannya pembacaan sigat talik-talak serta merupakan satu kesatuan 

dengan pelaksanaan aqad nikah.  

Kepada para pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diharapkan dapat 

mengadakan dan melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dan 

diagendakan, karena sangat dibutuhkan sehingga hasilnya pun lebih baik dari 

pada hanya sebagai materi selipan pada sosialisasi yang lain. Dan selayaknya 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat memberikan suatu yang lebih kepada 

masyarakat tentang sigat taklik talak, karena pada kenyataannya keberadaan 

sighat taklik talak masih dipandang sebelah mata bahkan oleh PPN sendiri. 

Sedang tujuannya sangat baik untuk suami isteri nanti dalam menjalani 

kehidupan rumah tangga. 

Perkembangan zaman adalah merupakan tuntutan bagi masyarakat 

untuk meningkatkan kajian-kajian yang keagamaan, guna menjawab 

persoalan-persoalan yang terus berkembang dan bermunculan di masyarakat. 

Dan dengan melihat kemaslahatan dan tujuan pembacaannya yang 

baik pada masyarakat, seyogyanya sigat taklik talak diberlakukan dengan 

memberikan ketentuan yang tegas. Sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai. 

Serta PPN dapat lebih berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya. 
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HALAMAN TERJEMAHAN 
 

 
Halaman Foot Note Bab Terjemahan 

2 5 I Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 
padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) 
dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka 
(isteri-isterimu)telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat. 

3 6   I Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang 
satu, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya dan dari  pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu.     

13 23 I Dan jika seorang wanita Khawatir akan  
nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka 
tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
mengetahui apa yang mau kamu kerjakan. 

13 24 I Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu 
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 
bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir maka 
keduanya (suami isteri)tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 
maka janganlah kamu melanggarnya. Barang 
siapa yang melanggar hukum-hukum Allah 
mereka itulah orang-orang yang zalim. 

34 1 III Menggantungkan sesuatu pada sesuatu 
34 2 III Menceraikan Pasangannya 
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34 3 III Menjadikan lafadz talak sebagai akibat dan 
menjadikan perbuatan suami atau isteri atau 
perbuatan orang lain sebagai syarat  

34 4 III Suami yang menjadikan suatu atas jatuhnya talak 
yang digantungkan dengan syarat, misalnya suami 
berkata kepada isterinya “jika engkau pergi ke 
tempat seperti itu maka engkau tertalak”. 

35 7 III Dan jika seorang wanita Khawatir akan  
nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka 
tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
mengetahui apa yang mau kamu kerjakan. 

35 8 III Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu 
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 
bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir maka 
keduanya (suami isteri)tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 
maka janganlah kamu melanggarnya. Barang 
siapa yang melanggar hukum-hukum Allah 
mereka itulah orang-orang yang zalim. 

45 
 

25 III Dan jika seorang wanita Khawatir akan  
nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka 
tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, 
dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara 
baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 
sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha mengetahui apa yang mau kamu kerjakan. 
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Hasbi As-Siddiqi 

Lahir di lhookseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, 
beliau pernah menimba ilmu di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya 
sendiri dan beberapa pesantren lainnya. Beliau mendapat gelar doctor di 
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Doktor Honoris Causa dai UNSBA 
(Universitas Islam Bandung, karya-karyanya sangat banyak, tetapi 
kebanyakan di bidang fiqh sehingga beliau diangkat sebagai pencetus ide 
fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta 
pada usia 71 Tahun. 
 
Muhammad Baqir Al-Habsyi 

Lahir di solo tanggal 20 Desember 1930, adalah seorang da’I, 
penulis dan penterjemah buku-buku (berbagai bahasa Arab). Pengetahuan 
agamanya diperoleh dari Madrasah Ar-Rabithah Al-‘Alawiyyah dan Al-
Madrasah Al-‘Arabiyyah Ad-Diniyyah. Sejak tahun 1957 selain nsebagai 
da’I, beliau aktif dalam kelompok diskusi dan pembahsan buku-buku 
keagamaan serta menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain, 
sebagai pengajar di samping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai 
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, sampai 
kepindahannya ke Bandung pada tahun 1979. sejak itulah aktivitasnya 
sebagai penulis dan penterjemah buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia 
diawali. 
 
As-Sayid Sabiq 

Beliau lahir di Istanha, Distrik Al-Bagur, propinsi Al-Munufiyyah, 
Mesir tahun 1915 M. nama lengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq Muhammad 
At-Tihami. At-Tihami adalah gelar yang menunjukkan daerah asal 
leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). 

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo. 
Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul 
Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijtihad dan 
menganjurkan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits. Pada tahun 1950-an 
beliau telah menjadi Professor di jurusan Hukum di Universitas Foud. 
Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh As-Sunnah dan Qaidah 
Al-Fiqhiyyah. 

 
Prof. DR. Mahmud Syaltut 

Beliau lahir pada tanggal 23 April 1903 di Desa Maniyyah Bani 
Mansyur distrik Itai al-Beirut. Beliau seorang ahli fiqh yang luas 
pandangannya dan dalam ilmunya. Kedalaman ilmunya menyebabkan 
beliau mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan 
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kebutuhan manusia dan tuntutan zaman. Selain sebagai seorang ahli tafsir 
yang ulung, beliau juga seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit 
masyarakat dan cara mengobatinya. 

Beliau selalu memberantas kekakuan dalam berpikir dan 
kefanatikan mazhab yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam. 
Diberantasnya paham-paham “pintu ijtihad telah ditutup”, karena menrut 
beliau  itulah yang menjadi sebab sempitnya alam berpikir. Lagi pula paham 
itu menurutnya bertentangan dengan nash-nash yang menghendaki agar 
manusia senantiasa mengamati, berpikir dan mengambil pelajaran dari suatu 
peristiwa. 

Beliau mampu membawa cahaya baru dalam ilmu pengetahuan 
untuk memahami Islam yang dipancarkannya dengan jalan memperbaharui 
system pendidikan dan pengajaran di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau 
meninggal pada tanggal 19 Desember 1963 M.    
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